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Abstrak 
Pokok masalah penelitian ini adalah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam 
proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Jenis penelitian ini tergolong 
kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 
yuridis. Sumber data penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
memediasikan suatu perkara yang tidak termuat dalam pokok perkara dapat diselesaikan 
asalkan ada kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun demikian tetap saja dalam proses 
mediasi tidak semuanya berjalan lancar bahkan hanya 10% yang berhasil di mediasi. Adapun 
faktor yang mempengaruhi gagalnya suatu mediasi berkaitan dengan kultur atau budaya 
khususnya “Bugis Makassar” yang masih menjunjung tinggi budaya “Siri” (malu). Implikasi 
penelitian ini adalah sertifikasi mediator harus dilakukan secara patuh dan wajib bagi 
mediator dan adanya sosialisasi hukum tentang mediasi sehingga masyarakat mengetahui 
tentang mediasi. 
Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama. 
 
Abstract 
The subject of this research is the application of a simple, swift and light principle in the 
mediation process at the Sungguminasa court of religion class IB. This type of research is a 
descriptive qualitative that is field research with the juridical approach. The resource of this 
research is judge of the Sungguminasa court of religion class IB. Data collection methods is 
observation, interviews and documentation. Processing and data analysis are done through 
the three stages, that is: data reduction, data presentation, and conclusion.The result of this 
study suggest that, a matter not contained on the subject can be accomplished as long as 
there’s a deal between the two sides. although, while  the mediation process is not all that 
works out, not even 10% are successful in mediation, and as for the factors that affect the 
failure of a mediation in dealing with culture or culture in particular, “the makassar bugis” 
still overpriced “siri” culture. The implication of this research is certification of the mediator 
must be made legally and obligatory for the mediator, and there is socialization of laws about 
mediation, so people know about mediation. 
Keywords: Mediation, Divorce, Religious Court. 
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A. Pendahuluan  
Manusia adalah makhluk sosial (zoonpoliticon), yaitu makhluk yang tidak dapat 
memisahkan diri dari berhubungan atau berinteraksi  dengan manusia yang lain untuk 
memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Dalam melaksanakan 
aktivitas sosial antar manusia tentu saja akan terdapat dinamika berupa persamaan 
maupun perbedaan. Persamaan akan menambah relasi antar manusia, sedangkan 
perbedaan akan melahirkan benih-benih konflik antar manusia. 
Bentuk perbedaan baik pendapat maupun kepentingan adalah hal yang lumrah yang 
terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan-perbedaan yang terjadi antar manusia 
sebenarnya adalah hal yang sangat manusiawi. Mengingat manusia secara kodrati satu 
sama lain secara fisik dan psikis adalah entititas yang berbeda. Konflik yang terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang biasa. Hal yang biasa tersebut menjadi luar 
biasa apabila tidak bisa di selesaikan melalui saluran dan mekanisme yang tepat dan 
ideal. 
Konflik kecil atau ringan bisa dilihat dari hal-hal misalnya antar tetangga yang tidak 
akur bahkan sampai tidak saling tegur sapa karna ada masalah yang belum terselesaikan. 
Konflik kelas berat bisa melibat konflik antar negara yang akibatnya bahkan bisa sampai 
perang antar negara, situasi dimana manusia memperjuangkan tujuan masing-masing 
pihak biasanya bersikukuh bahwa pihaknya adalah pihak yang benar dan patut diikuti 
pendapatnya. Level konflik bisa dalam tingkat ringan, sedang atau berat. Berat atau 
ringan suatu konflik memberi cara atau model penyelesaian yang berbeda. Semakin 
berat dan kompeks suatu konflik, maka mekanisme penyelesaian juga semakin 
membutuhkan cara khusus dan konsentrasi yang tinggi.   
Menurut Joni Emirzon konflik adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara 
pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama. Dalam pengertian lain, 
konflik bisa di maknai sebagai suatu kondisi dimana pihak yang satu menghendaki agar 
pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan tetapi pihak lain 
menolak keinginan tersebut. Masih terkait dengan status manusia sebagai makhluk 
sosial. Keberadaan konflik antar manusia juga mengilhami lahirnya keinginan untuk 
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mengakhiri atau menyelesaikan konflik atau perselisihan diantara mereka dengan cara 
mendamaikanya. 
Di Indonesia sejak dahulu dikenal lembaga musyawarah yang berisi aktivitas 
perundingan untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam 
masyarakat. Hal yang ingin dicapai dalam musyawarah adalah penyelesaian persoalan 
yang terjadi khusunya masalah kekeluargaan. Sebagaimana firman Allah dalam Qur’an 
Surah al-Hujurat/49:9. 
ا َاوَِ  اْ ْ ِْ ن  َُ ىْا َِْد ِامِْ ن َِْ 
َ
ََِِاْن ِا  ْيَِْاَُِ ِوْاْ ا َِْ ِْ ِْ َ اََََِِِْْوِْْ ا َََا َْ ْمِمِْي ََ اُِْْ ِ مِِ َفٰتن ِِْح مَِ  ن َوِاْن طَۤاىِٕ ْ َِْغ ِْ اِِْو ا اِْي ى ََِقَِ
ا ِِبَْعْ ِل َواَْْ  َُ ْيَِْا ِوْاْ ا َِْ ِْ ِْ َء ِاٰلنى اَْمِ  اّلل نِۖ ََِاْن ََۤاَءْت َََا
َ َِِفْحۤ َْ ُْْقِسِط َ ُيِْبُّ اْ  ِسطْْ اۗ ِاني اّلل ن
Terjemahnya: 
“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah 
antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) 
yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu 
kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), 
maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil.”    
Ayat diatas menuntun umat beragama agar segera turun tangan melakukan perdamaian 
begitu tanda-tanda perselisihan nampak dikalangan mereka. Ayat tersebut 
mengemukakan akan pentingnya mediasi, jika ada dua pihak yang berselisih maka 
damaikanlah mereka sebab perdamaian itu indah dan karena kedamaian adalah 
ketentraman. Maka dari itu mediasi perlu dilakukan dengan itikad baik oleh semua 
pihak, karena memediasi orang adalah pekerjaan yang disukai oleh Allah.   
Selain itu perintah Allah untuk selalu mendamaikan juga tertuang dalam QS Al-
Hujurat/49:10, yaitu: 
َ ََْعويْكْم ِْ  َ َاَ َ ْيْكْم َواِيْق ا اّلل ن ِوْاْ ا ََْْ ِْ ْمِمْيِْْ َن ِاْ َ ٌة َََا ُْ َا اْ   ْࣖ ََحْْ َن ِاَّني
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara 
kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat 
rahmat.”  
Ayat ini merupakan kelanjutan sekaligus penegasan perintah dalam ayat sebelumnya 
untuk mendamaikan kaum mukmin yang bersengketa. Ayat ini menjelaskan bahwa 
setiap muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. 
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Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat umumnya akan diselesaikan melalui 
mekanisme musyawarah, tetapi pelaksanaan musyawarah tidak menjamin akan 
membawa penyelesaian sengketa yang ada, adakalanya musyawarah yang sudah 
dilaksanakan tidak berhasil menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mendamaikan 
para pihak yang bersengketa. Agar beragam kepentingan bisa ditata dan menjaga supaya 
perbedaan kepentingan tidak mengarah pada kekacauan, maka manusia menciptakan 
mekanisme tata tertib berupa mengadakan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang 
harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar tertib bermasyarakat bisa tetap terjaga.  
Artikulasi beragam kepentingan yang berkembang dalam masyarakat adalah 
keniscayaan. 
Karena itulah dalam konteks kehidupan bernegara kita terdapat lembaga peradilan yang 
berfungsi sebagai alat-alat negara yang berfungsi menerima, memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara yang masuk.  Dalam konteks status negara kita sebagai negara hukum 
(rechtstaat), maka sudah seharusnya hukum di letakkan pada tempat tertinggi dalam 
konteks penyelesaian segala masalah yang memang masuk ke wilayah hukum. 
Perkara yang masuk dan diselesaikan melalui jalur peradilan biasanya dinamakan jalur 
litigasi. Jalur litigasi merupakan proses yang sangat dikenal dan diminati oleh 
masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Jalur ini menjadi tumpuan harapan  
masyarakat sehingga mereka bisa menyelesaikan sengketa yang didambakan oleh 
masyarakat tentunya, yaitu peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. 
 
B. Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menafsirkan dan 
menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang berlangsung, sikap 
serta pandangan yang terjadi di dalam suatu kelompok, pertentangan antara 2 keadaan 
atau lebih, hubungan antara individu dengan variabel yang timbul perbedaan antara fakta 
yang ada serta pengaruhnya terhadap situasi. Menggunakan pendekatan induktif, dengan 
teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, di samping itu, penulis juga 
melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, sumber serta peraturan 
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perundang-undangan. Analisis terhadap bahan hukum yaitu penulis menggali, 
menganalisis, dan menemukan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur 
segala aspek mengenai prinsip hukum Islam dan hukum perkawinan. 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Proses Mediasi yang Tidak Mencakup Hal dalam Pokok Perkara 
Maksud dari mediasi yang tidak termasuk dalam pokok perkara adalah proses mediasi 
yang diselesaiakan oleh ke 2 belah pihak oleh bantuan mediator, yang perkaranya tidak 
termuat atau diajukan dalam pokok perkara pada saat mediasi itu lakukan. Proses ini 
dilakukan atas inisiatif mediator dalam mendukung penerapan asas tersebut “asas 
sederhana, cepat dan biaya ringan”. Adapun dasar hukumnya termuat dalam Peraturan 
Mahkam Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 25 yang berisi tentang : 
a. Pembahasan perundingan dalam mediasi tak terbatas pada posita dan petitum 
gugatan. 
b. Dalam hal mediasi tercapai kesepakatan atas permasalahan di uraikan pada ayat (1), 
penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam 
gugatan.1 
Mediasi adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak ketiga 
yang posisinya netrall dan tidak memihak kepada salahsatu pihak, masuk dan melibatkan 
diri kedalam permasalahan yang sedang berlangsung untuk membantu dan menfasilitasi 
para pihak dalam penyelesaian sengketa itu secara damai, pihak ketiga tersebut biasa 
disebut dengan istilah mediator2. 
Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses perceraian di Pengadilan 
Agama Sungguminasa kelas IB melalui mediasi,  itu diupayakan semaksimal mungkin 
supaya betul-betul tercapai keberhasilan sehingga mereka bisa rukun kembali atau kalau 
 
1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008  Pasal 25. 
2 Nurhidayah: Skripsi, Efektifitas”Mediasi”Dalam”Penyelesaian”Sengketa”Perdata”Antara”Para 
Pihak Di”Pengadilan”Negeri”Sungguminasa,” (“UIN Alauddin” Massar,2017) h. 36. 
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memang mereka tidak bisa rukun kembali itulah pilihan yang terbaik untuk keduanya. 
Proses mediasi terhadap perkara perceraian itu juga bisa di lakukan agar terselesaikan  
persolan-persoalan akibat perceraian seperti masalah tuntun nafkahh, nafkahh iddah, 
mut’ah, masalah pemeliharaan anak, nafkahh anak, harta bersama. Hal-hal tersebut 
meskiun tidak dalam surat gugatan itu bisa di selesaiakan atau bisa di upayakan 
penyelsaian damainya dalam mediasi.3 Jika terjadi seperti itu maka kedua belah pihak 
membuat kesepakatan berkaitan hal-hal yang tidak tercantum dalam perdaimaian itu. 
Adapun caranya sebagai berikut : 
a. Dengan memasukkan objek itu dalam gugatan, dengan terlebih dahulu perkara 
dicabut, dulu barulah dimasukkan kembali dengan mencantum semua hal tersebut 
yang tidak termuat dalam pokok perkara atau kesepakatan itu nanti di sengketakan 
tersendiri setelah perkara perceraian. 
b. Adapun cara kedua yaitu  dituangkan dalam putusan, meminta majelis hakim 
memasukkan dalam putusan. contohnya dengan dibuatkan  gugutan rekonfensin baru 
di tungkan dalam bentuk putsan.  
Melihat dari peristiwa di atas dapat kita simpulkan bahwa memediasi suatu perkara yang 
tidak termuat dalam pokok perkara dapat di selesaikan asalakan ada kesepakatan kedua 
belah pihak. Meskipun demikian tatap saja dalam proses mediasi tidak semuanya 
berjalan lancar bahkan hanya 10% yang berhasil di mediasi4.   
Adapun faktor yang mempengaruhi gagalnya suatu mediasi  berkaitan dengan kultur 
atau budaya khususnya “Bugis Makassar” yang masih menjungjung tinggi budaya “Siri” 
(malu), sehingga timbul dari anggapan dari diri mereka apabilah sudah di permalukan 
maka dia akan bertempur sampai ada dari salah satu yang kalah5. Ini dari salah satu 
faktor para pihak ke gagalan dari mediasi. 
 
3 Muhammad Fitrah, S.HI., M.HI (38 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, 
Wawancara, Sungguminasa, 26 Juni 2019. 
4 Dra. Haniah,“M.H., (37”tahun), “Hakim”Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, 
Sungguminasa, 26 Juni 2019. 
5 Dra. Hj. Nurbaya (40 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, 
Sungguminasa, 26 Juni 2019. 
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Tabel 03 : Daftar Perkara Mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I b. 
NO Tahun Jumlah Berhasil T. Berhasil 
1 2017 152 3 149 
2 2018 207 6 201 
3 2019-Juli 80 5 75 
Sumber: Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I b. 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun perkara mediasi bisa mencakup hal 
yang lain dari pokok perkara akan tetapi dalam menyelesaikan proses mediasi masih 
terdapat suatu kendala yang mengakibatkan berhasilnya suatu mediasi seperti budaya 
Bugis Makassar yang masih menjunjung tinggi Budaya siri’(malu). Dan Apabila suatu 
masyarakat bugis mengalami suatu masalah harus diselesaikan secara tuntas. 
2. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
Pengintegrasian lembaga mediasi kedalam proses berperkara di pengadilan merupakan 
upaya yang cukup memberikan harapan dapat tercapainya pelayanan begi para 
pencarikeadilan dalam menyelesaiakn sengketanya secara sederhana, cepat dan biaya 
ringan. 
Dengan ini dapat kita lihat perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
Tabel 04 : Daftar Perkara Perceraian Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I b. 
No Tahun 
Bulan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2017 78 62 79 109 98 38 109 95 86 106 86 57 
2 2018 124 98 98 82 54 109 114 107 132 100 44 45 
3 2019-Juli 176 102 115 83 83 92 41 - - - - - 
Sumber: Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I b. 
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Berdasarkan dari tabel di atas, dari tahun2017-2019 bulan Juli Jumlah perkara perceraian 
di Pengadilan Agama kelas I b terus mengalami peningkatan yang signifikan maka dari 
untuk mencegah proses perkara yang berlarut-larut, maka di susunlah konsep mediasi ke 
dalam proses berperkara, akan membuka kesempatan masuknya para mediator dari 
kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan dan resolusi 
k0nflik. Hal itu tentunya akan sangat membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam 
menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketanya. 
Dalam peraturan Mahkama”Agung: No.1 tahun 2008 memang tidak menggatur 
kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi tetapi di PERMA 
Nomor 1 Tahun 2016 sudah diatur bahakan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh 
Mahkama Agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal 
persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses 
mediasi . 
Memang dalam proses penyelesaian perkara perceraiyan diwajibkan mediasi. Mediasi 
itu juga dasar hukumnya dalam Rbg sudah diatur hukum acara bahwa setiap perkara 
harus di mediasi tapi kalau dulu peraturanya dalam HIR dan Rbg tidak diatur secara 
spesifik tentang cara mediasi. Kemudian tahun 2008 diatur secara spesifik melalui 
PERMA  Nomor 1 Tahun  2008 tentang mediasi yang kemudian di perbaharui dalam 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Pada prinsipnya mediasi yang sekarang 
ini dipimping oleh mediator. Mediator itu sendiri bisa memediator dari kalangan hakim, 
bias juga mengambil mediator dari luar yang bukan profesi hakim tetapi dengan syarat 
harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan yang bersangkutan. 
Walaupun mediator memiliki sertifikat tetapi dia tidak terdaftar sebagai mediator di 
pengadilan yang bersangkutan maka ia tidak bisa. 
Tentang peran mediator dia memimpin jalanya proses mediasi. Dia memiliki peran yang 
sangat penting dalam proses mediasi karena mediator berperan sebagai orang yang 
sangat penting dalam proses mediasi, karena mediator berperan sebagai orang yang 
memimpin mediasi yang pada prinsipnya dia mengarahkan roses mediasi itu seperti apa, 
dia menjelaskan proses mediasi itu seperti apa, dia memberikan semacam pandangan 
keada para pihak baik pengugat maupun tergugat apa itu yang dimaksud mediasi, 
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tawaran-tawaran seperti apa. Jadi peran mediator sangatlah penting karena mediasi tidak 
akan jalan tampa ada seorang mediator.6 
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur 
dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah 
untuk menerapkan suatu aturan kedalam tindakan secara asli di lapangan. Banyak realita 
yang tidak sejalan dengan alam pikiran para pembentuk PERMA pada saat merumuskan 
PERMA tersebut, sehingga perlu adanya penelaahan dan pengkajian terhadap norma-
norma yang terkandung di dalamnya untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam 
mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi di lapangan. 
Menurut Gatot Sumartono terdapat 3 (tiga) kemungkinan berhasilnya proses mediasi 
antara lain: 
a. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setia saat untuk mengakhiri mediasi hanya 
dengang menyatakang menarik diri. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan 
beberapa konsekuensi yang telah timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan 
biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui”. 
b. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani sebuah dokumen 
yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan 
penyelesaian tidak tertulis (oral settlement agreement) sangat tidak di sarangkan 
karena hal itu justru akan menimbulkan perselisihan baru. 
c. Kadang-kadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama ara pihak mungkin 
setuju untuk menunda sementara mediasi. Selanjutnya jika mereka ingin meneruskan 
dan mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan member kesepakatan 
terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik dimana 
pembicaraan sebelumnya ditunda. 
Alur proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan 
Mahkama Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 
 
6 D. Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan 
Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (cet. 1 
Bandung: Alfabeta, 2011) h. 87. 
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1. Pendaftaran perkara di pengadilan 
2. Penetapan majelis hakim”’ 
3. Sidang pertama, hakim pemeriksa wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para 
pihak” 
4. Pemilihan mediatorr 
5. Penunjukan mediator atas dasar kesepakatan para pihakum 
6. Penunjukan mediator oleh hakim ketua mejeliszz 
7. Penyerahan resume perkara kepada mediatorrr 
8. Prosess mediasi, berlangsungm palingn lama 30 hariy terhitung sejak penetapan 
pemerintah melakukan mediasi. Dapat dierpanjang selama 30 hari dan berdasarkan 
permintaan para pihak kepada hakim pemeriksa dapat diperpanjang lagi; 
9. Laporan hasil mediasi, yakni mediator membuat laporan secara tertulis kepada 
majelis hakim pemeriksa perkara yakni terdiri dari; 
a. Mediasi berhasili 
b. Mediasi berhasil sebagiann 
c. Mediasi tidak berhasilm 
d. Mediasi tidak dapat dilaksanakanb 
e. Majelis hakim pemeriksa perkaramm 
10. Mediasi berhasiljj 
a. Akta perdamaiang 
b. Penetapan tentang pencabutan gugatang 
11. Mediasi berhasil sebagian; 
12. Akta perdamaian yakniy kesepakatang perdamaiang antarah sebagiang pihak yangg 
berperkara dapat dilakukan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut 
asset, harta kekayaan dan kepentingan yang tidak mencapai keseakatan; 
13. Penetapan untuk melanjutkan perkarah 
14. Dalam hal kesepakatan perdamaian hanya menyangkut sebagian objeknya gugatan. 
15. Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum 
yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. 
16. Majelis hakim pemeriksa perkara wajib membuat kesepakatan perdamaian sebagian 
tersebut dalam pertimbagan dan amar putusan; 
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17. Mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilakukan; 
18. Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara;Akibat hukum para pihak tidak 
beritikad baik; 
19. Putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verclaard); 
20. Dalam hal pengugat berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak beritikad baik 
(pasal 22 Perma No 1/2016); 
21. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh 
mediator (Pasal 23 Ayat 8 Perma No 1/2016); 
22. Biaya mediasi dibebankan kepada terguggat; 
23. Dalam hal tergugat berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak beritikad baik; 
24. Penetapan pembuat amar yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan 
membedakan biaya mediasi kepadanya (pasal 23 ayat 1, 2, 3 huruf a,b,c Perma No 1/ 
20016).7 
Prosedur dari penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa pada praktiknya sudah berjalan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 
tentang prosedur mediasi di pengadilan. Semua perkara perceraian yang ada di 
pengadilan Agama Sungguminasatelah dimediasi terlebih dahulu, namun dalam buku 
induk register perkara perceraian ada beberapa perkara yang tidak di mediasi. 
Berdasarkan keterangan yang di berikan oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. Menyatakan bahwa 
perkara tampa melalui mediasi biasanya karena verstek, tampa kehadiaran para tergugat 
atau gugatan di cabut sebelum perseidangan di mulai8. Itulah alasan mengapa mediasi 
tidak dilakukan. 
D. Penutup 
Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa belum terlaksana sebagaimana yang diinginkan. Karena hanya 3% yang 
berhasil, dan 93% masih dalam proses. Inilah yang menyebabkan proses perkara menjadi 
 
7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. 
8 Drs. Ahmad Nur, M.H. (50 Tahun), Hakim Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, 
Sungguminasa, 28 Juni 2019. 
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Proses Mediasi  
Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
 
Herdianto, Supardin, Rahma Amir 
 
1056 | QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021   
mahal dan menyita waktu yang lama. Dan  memediasi suatu perkara yang tidak termuat 
dalam pokok perkara dapat diselesaikan asalkan ada kesepakatan kedua belah pihak. 
Meskipun demikian tatap saja dalam proses mediasi tidak semuanya berjalan lancar 
bahkan hanya 10% yang berhasil di mediasi. Sehingga diperlukan musyawarah 
penyuluhan hukum yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomori 1 Tahun 
2016 guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian 
sengketa secara damai melalui mediasi. Dan Kepada paral pihak yang bersengketa untuk 
bisa terlibat aktif dalam proses  mediasi. Disarankan kepada hakim dan mediator untuk 
lebih dioptimalkan agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan 
perdamaian para pihak. 
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